REPUBLIK INDONESIA

No.1178, 2018 KEMENDAG. DAK Standar Teknis
Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Depo

Gerai Maritim.

Kegiatan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN BIDANG PASAR

MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN DEPO GERAI MARITIM
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Mengingat

ayat (3)

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk

Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu

Kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim melalui Dana

Alokasi Khusus;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
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10.

11.

12.
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Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,
Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 517);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 /M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-
DAG/5/PER/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 37/M-DAG/5/PER/2017 tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1436);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN BIDANG PASAR
MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN DEPO GERAI MARITIM
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS.

(1)

Pasal 1
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk
operasional bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan kegiatan bidang pasar menu kegiatan
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pembangunan depo gerai maritim melalui Dana Alokasi
Khusus.

(2) Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar menu kegiatan
pembangunan depo gerai maritim diarahkan untuk
membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana bidang pasar menu
kegiatan pembangunan depo gerai maritim untuk:

a. menunjang kelancaran distribusi barang; dan
b. menjaga kestabilan dan mengurangi disparitas

harga.

Pasal 2
Kegiatan Perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi
Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan pembangunan depo
gerai maritim dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Daftar daerah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar
untuk Menu Kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim

ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1

Maret 2018.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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